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Dalam perjalannya, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia kerap kali menghasilkan suatu hasil yang
menimbulkan respon beragaram di kalangan masyarakat. seperti contohnya kasus nenek minah dan kasus
kakek samirin yang dilimpahkan ke tahapan persidangan dan menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat.
Kegadian tersebut menimbulkan pertanyaan, apakah Sistem Peradilan Pidana di Indonesia sangat bersifat
punitif atau mengedepankan pembalasan. Apabila kita melihat ke dalam Kitab Undang-undang Hukum
AcaraPidana (“KUHAP”) diketahui bahwa K gjaksaan selaku dominus litis memiliki suatu wewenang untuk
melakukan penyaringan atau menentukan apakah suatu perkara layak atau tidak untuk dilimpahkan ke
tahapan persidangan. Proses ini kemudian dilakukan melalui suatu mekanisme penghentian penuntutan yang
diatur di dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP. Meskipun begitu, belum terdapat standar dari layak atau
tidaknya suatu perkara untuk dilimpahkan ke tahapan persidangan. Saat ini, telah diterbitkan Peraturan
Kegaksaan Nomor 15 Tahun 2020 (“PERJA 15 Tahun 2020”) yang mengatur mengenai pel aksanaan
kewenangan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif. Penelitian ini akan membahas dua
permasal ahan. Pertama, membahas bagaimana pengaturan Peran dari Penuntut Umum dalam pel aksanaan
penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif selaku dominus litis dan kedua membahas mengenai
bagai mana penerapan keadilan restoratif dalam PERJA 15 Tahun 2020 dan kepastian hukum yang
diberikannya terhadap aparat penegak hukum dan para pihak terkait. Bentuk penelitian yang digunakan
adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif dengan melakukan Analisa terhadap peraturan yang
ada dan juga wawancara terhadap beberapa narasumber. Hasil penelitian yang didapatkan adalah bahwa

K gaksaan selaku dominus litis belum diatur lebih jelas mengena pelaksanaan kewenangan penghentian
penuntutan berdasarkan KUHAP, namun melalui PERJA 15 Tahun 2020 pel aksanaan penghentian
penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif telah diatur secararinci bagaimana pelaksanaan dan persyaratan
dalam melakukan kewenangan tersebut. Selain itu juga, diketahui bahwa terhadap aparat penegak hukum
PERJA 15 Tahun 2020 telah memberikan kepastian hukum terhadap pelaksaan dari kewenangan tersebut
dan terhadap para pihak yang menginginkan perdamaian PERJA 15 Tahun 2020 telah memberikan
kepastian hukum tersebut. Meskipun begitu, didapatkan hasil bahwa penerapan konsep dari Keadilan
Restoratif dalam PERJA 15 Tahun 2020 masih belum sempurna karena seakan-akan masih
mengesampingkan pemulihan terhadap Pelaku dan Pihak lainnya yang terkait dan hanya memfokuskan
pemulihan terhadap Korban sgja.

...... In itsjourney, the criminal justice system in Indonesia often produces a result that raises mixed
responses among the public. Such as the case of Minah and the case of Samirin which were transferred to
the trial stage and caused negative reactions from the community. This incident raises the question of
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whether the criminal justice system in Indonesiais very punitive or prioritizes retaliation. If we look into the
Indonesian criminal procedure code (KUHAP), it is known that the State Prosecutors as the dominuslitis
have the authority to filter or determine whether a case is appropriate or not to be transferred to the trial
stage. This processis then carried out through a mechanism for stopping prosecution by the state prosecutors
asregulated in article 140 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code. Even so, there is no standard yet
on whether or not a case is appropriate to be transferred to the trial stage. Currently, the Prosecutors
Regulation Number 15 of 2020 (PERJA 15 of 2020) has been issued which regulates the implementation of
the authority to terminate prosecution based on restorative justice. This research will discuss two problems.
First, it discusses how the regulation on the role of the public prosecutor in implementing the termination of
prosecution based on restorative justice as dominus litis and secondly discusses how the implementation of
the restorative justice concept in PERJA 15 2020 and the legal certainty it provides to law enforcement
officers and related parties. The form of research used is normative juridical with descriptive research by
analyzing existing regulations and also interviewing several sources. The results of the research obtained are
that the State Prosecutors as dominus litis has not been regulated more clearly regarding the implementation
of the authority to terminate prosecution under the criminal procedure code, but through the implementation
of PERJA 15 2020, the execution of termination of prosecution based on restorative justice has been
regulated in details on how the implementation and requirements in exercising this authority. In addition, it
is known that PERJA 15 2020 has provided legal certainty for the implementation of this authority by state
prosecutors and for those who want to solve their problems with a restorative approach. Even so, It was
found that the application of the restorative justice concept was still not perfect because it seemed asif it still
ruled out the recovery or the restorative of the perpetrators and other partiesinvolved and only focused on
the restorative for the victim.



